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ABSTRAK
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi

Angkutan Batubara di Kota Prabumulih Yang dilakukan oleh

Oknum Masyarakat.
Nama : Eka Dyanti
NIM 102121001014

Pungutan liar adalah memungut atau meminta sesuatu kepada seseorang
tanpa menurut peraturan yang lazim. Senyatanya pungutan liar saat ini di Indonesia
sangat berkembang pesat, khususnya di jalan Lingkar Kota Prabumulih sejak tahun
2014 terdapat fenomena baru yaitu adanya oknum-oknum masyarakat yang
melakukan pungutan liar terhadap supir truk batubara yang melintas dengan
berbagai cara ada yang menghadang ada juga dengan menggunakan alat seperti
kayu dan lain-lain. Atas dasar itu penulis akan membahas skripsi ini dengan dua
persoalan yaitu apakah yang menjadi faktor kriminogen terjadinya pungutan liar
kepada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih. Persoalan
kedua bagaimana upaya penanggulangan agar pungutan liar kepada pengemudi
angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih terhenti. Penelitian ini
menggunakan metode empiris, penelitian ini membahas mengenai pungutan liar yang
terjadi di jalan Lingkar Prabumulih.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Pengemudi , Batubara

Pembimbing Ltama Pembimbing Pembantu

A

£
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yaitu pada awalnya adalah “a union of families”, atau masyarakat
merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Keluarga inti dari
masyarakat, dimana setiap keluarga dapat menganggap dirinya adalah sentral dari
seluruh masyarakat yang disebut tetangga untuk yang terdekat, kampung, daerah,
Negara, dan seterusnya dunia.' Masyarakat merupakan bagian dari tercapainya
kemajuan dari suatu daerah. Namun tidak jarang masyarakat juga menjadi salah satu
faktor penghambat tercapainya kemajuan dengan adanya kejahatan yang mereka
lakukan.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek
kehidupan masyarakat seperti: politik, ekonomi, sosial, serta hal hal yang
berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Perkembangan
kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia
sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi sekarang ini
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih
besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka
kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk

mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Di Indonesia sendiri,

! Khairuddin, H.SS, Sosiologi Keluarga, Liberty, Yogyakarta, 2008, him 26.
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kriminologi telah dikenal sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan disetiap
Fakultas Hukum Negeri ataupun Swasta serta fakultas 1lmu Sosial dan Politik.?

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu
pengetahuan alam dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan
ilmiah dengan pendekatan dan analisis—analisis yang lebih bersifat sosiologis.?
Perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam
kriminologi menunjukan terjadinya hubungan-hubungan antar pengetahuan dan
pemikiran dengan realitas sosial, serta tahapan-tahapan pencapaian hasil-hasil yang
diantisipasikan dalam praktik sosial bidang pengetahuan. Kriminologi masa lalu
beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tidak
bisa ditilik dari segi fenomenanya saja melainkan merupakan aspek yang tidak
terpisah dari politik, ekonomi dan sosial masyarakat.

Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.
Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang
berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungann dengan kejahatan merupakan
sebab yang timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang di timbulkan, reaksi
masyarakat, pribadi penjahat (pendidikan, cita-cita, umur, keturunan).® Akan tetapi
sejak lahirnya sampai saat ini belum ada definisi kriminologi yang tepat, yang dapat
diterima dan disepakati oleh para ahli. Hal ini disebabkan karena sangat luasnya

persoalan yang dicakup oleh kriminologi karena merupakan ilmu sosial yang

2 Soerjono Soekanto., Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981. him., 7.
® Syarifuddin Pettanasse., Mengenal Kriminologi, Unsri, Palembang : 2010, him., 1.
* B. Simandjuntak., Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Jakarta : 1981. him., 1.
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mempunyai ciri-ciri selalu berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan
zaman.

Menurut W.A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sedangkan Edwin H.
Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi
adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial,
mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses
pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.’

Mempelajari kejahatan secara lengkap berarti mempelajari hukuman,
pencegahan yang tidak bersifat hukuman (penologi). Tujuan kriminologi adalah
untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis
pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan.
Pengetahuan ini di harapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-
ilmu sosiologi guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam
mengenai prilaku sosial.’

Keseluruhan pemahaman didalam kriminologi telah memperlihatkan adanya
tujuan tertentu dari kriminologi, yakni :’

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai prilaku manusia

dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan

dan penyimpangan norma-norma hukum.

® Soerjono Soekanto, Op.Cit, him 8.
® Ibid., him., 9.
" 1bid., him., 18.
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2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini
dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi

dan menanggulangi kejahatan.

Kejahatan dalam masyarakat merupakan bagian dari keseluruhan proses-
proses sosial dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu
mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau
seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat.®

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-
hari. Karena merupakan masalah maka haruslah diberantas, maksudnya sebagai
bagian dari pencegahan perluasan bahaya, baik oleh masyarakat maupun oleh
penegak hukum, terutama polisi. Kejahatan seringkali dikatakan sebagai tindakan
yang bertentangan dengan hukum. Menurut Thomas kejahatan adalah sebagai suatu
tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku kejahatan
tersebut menjadi anggotanya.’

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang
dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan
kondisi bangsa ini, yang akhirnya timbul sebagai penyebab banyak kejahatan. Faktor

ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan

8 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, Cet.1l, 2013, him., 57
® Syarifuddin Pettanasse., Mengenal Kriminologi, Unsri, Palembang : 2010, him., 1.
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kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala
cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Majunya perekonomian suatu daerah sangat di dukung dengan adanya lalu
lintas dan angkutan jalan yang memadai. Dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan
jalan yang memadai akan mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai
bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan
terwujudnya keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan
akan mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan otonomi daerah.*

Salah satu kejahatan dalam masyarakat yang sering terjadi yaitu pada pengguna
jalan lalu lintas, kejahatan tersebut antara lain pembegalan, penodongan ataupun
pungutan liar. Akan tetapi dalam hal lalu lintas ini masyarakat berhak untuk berperan
serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peran serta masyarakat
tersebut berupa:**

1. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, Kketertiban dan

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan

angkutan jalan ditingkat pusat dan daerah dalam menyempurnaan peraturan,

pedoman, dan standar teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

10 peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025, Pasal 7.
" Ibid., Pasal 18.
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3. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu
lintas dan angkutan jalan ditingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak
lingkungan;

4. Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan,

Untuk kelancaran dan keselamatan, setiap pengemudi kendaraan wajib
memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang telah di atur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Angkutan Jalan. Surat izin mengemudi merupakan tanda bukti kecakapan
dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan di jalan lalu lintas serta
untuk menjamin keselamatan lalu lintas.*> Akan tetapi masyarakat yang menikmati
jalan lalu lintas sering menghadapi gangguan keamanan ataupun Kketertiban.
Gangguan tersebut timbul karena erosi disiplin yang tidak mematuhi peraturan yang
telah ditentukan, selain itu juga karena tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam
melaksanakan peraturan dan penindakan terhadap pelanggar peraturan tersebut.
Bahkan masih ada aparat penegak hukum tersebut yang melakukan pelanggaran
hukum itu sendiri, seperti melakukan pungutan liar, calo, atau menjadi calo penjual

tiket penumpang.*®

12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
Cet.11, him., 144.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara, Citra Aditya
Bakti, Bandung, Cet.I, 1991, him., 113.
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Kejahatan yang berkembang dikehidupan masyarakat yang semakin menjadi
yaitu pungutan liar. Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan
kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut,
keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah
masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi satu kebudayaan yang telah
melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi
dan situasi yang mendukung.

Di kawasan Prabumulih merupakan salah satu contoh daerah yang terdapat
pungutan liar, pungutan liar terhadap pengemudi angkutan batubara. Pungutan liar
yang terjadi di daerah Prabumulih telah lama terjadi dan dilakukan oleh oknum
masyarakat, menurut Kapolres Prabumulih, AKBP. Arief Adiharsa SIk M.TCP
menuturkan, berdasarkan catatan sedikitnya ada 7 titik kerusakan jalan yang cukup
parah serta 11 titik pungutan liar disepanjang Jalan Lingkar Timur. “Modus
Operandinya membantu memperbaiki jalur yang rusak dan meminta imbalan ada
yang mengarah kepemaksaan dan pencurian dengan kekerasan,” kata AKBP Arief
Adiharsa. Selain itu dalam setahun belakangan ada enam kasus pungutan liar yang
dilakukan oleh masyarakat yang telah di persidangkan.**

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab ditelinga
masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya

akan disingkat dengan KUHP tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana

Y http://walhi-sumsel.blogspot.co.id/2011/01/4800-truk-batubara-setiap-hari.html di akses
pada tanggal 24 September 2016 pukul 13.00 WIB.
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pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam
rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
berasal dari Pasal 368 KUHP."

Menelusuri pengertian pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah
dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya persembahan.
Jadi Pungli diucapkan Pungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.'®
Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya
prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin
banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik
yang korupsi. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung
semakin toleran terhadap praktik pungutan liar.*’

Dalam melakukan pungutan liar masyarakat tidak hanya melakukan kejahatan
tersebut akan tetapi masyarakat juga melakukan kekerasan. Istilah kekerasan atau la
violencia di Columbia yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering
menyesatkan khalayak, karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan
dengan “kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan. Para ahli berbendapat
bahwa kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan

terjadinya kerusakan, baik fisik atau psikis adalah kekerasan yang bertentangan

> Pperaturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 96 Tahun 2001, TLN Nomor 5025, Pasal 12.

18 Soedjono D, Pungli analisa hukum & Kriminologi, Sinar Baru, Bandung, Cet.Il, 1983,
him., 35.

7 BPKP.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan
Masyarakat. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. 2002. him., 6.
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dengan hukum.'® Kekerasan merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan
Undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan
yang nyata yang memiliki akibat kerusakan terhadap benda, harta atau kematian pada
seseorang.™

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya penegakan
hukum (law enforcement) merupakan suatu sarana yang dapat digunakan dalam
rangka menanggulangi suatu kejahatan (pada umumnya) dan tindak pidana (pada
khusus-nya). Faktor kriminogen adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya
suatu tindak pidana baru. Faktor krominogen ini dapat penulis contohkan dalam
kasus pelaksanaan penangkapan yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang padat
atau perkampungan, dimana masyarakat memiliki jiwa kekerabatan yang kuat
sehingga kepedulian sosial masyarakat sangat kental. Penangkapan pada daerah
seperti ini apabila tidak dilakukan dengan cermat, koordinasi serta tidak sesuai
prosedur akan dapat membahayakan tidak hanya bagi masyarakat sekitar tetapi juga
dapat membahayakan anggota Polri dilapangan yang melakukan penangkapan
tersebut, seperti terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan oleh warga masyarakat
terhadap anggota Polisi tersebut. Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut
sebagai faktor kriminogen (muculnya tindak pidana baru), yang muncul pada saat

penangkapan yang dilakukan oleh Polisi.

'8 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Surabaya, Cet
111, 2010, him., 66.
19 Syarifuddin Pettanasse, Op.Cit, him., 109.
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Contoh lain dapat penulis gambarkan adalah penangkapan terhadap seorang
pelaku tindak pidana dimana yang menjadi salah satu target operasi adalah “oknum
anggota TNI” misalnya, maka penangkapan ini seharusnya dilakukan dengan
koordinasi antara pihak Kepolisian dan Polisi Militer (PM) terlebih dahulu agar
penangkapan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.
Namun dalam banyak kasus penangkapan tersebut menjadi suatu masalah baru,
karena seringkali terjadi salah pengertian (salah faham) antara kedua aparat tersebut
sehingga terjadilah keributan yang mengarah kepada adu fisik bahkan senjata, dan

bahkan menimbulkan jatuhkan korban di antara keduanya.

Maka dari itu kriminologi akan membantu mendeskripsi fenomena sosial
tertentu, menggali sebab-sebab timbulnya fenomena pungutan liar (pungli) tersebut,
selain itu pada prinsipnya pembuatan hukum pidana merupakan wujud usaha dalam
rangka menanggulangi kejahatan, dengan kata lain setiap perbuatan negatif yang
tejadi dimasyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat yang bertujuan untuk
menekan kejahatan tersebut. Masyarakat tentunya tidak membiarkan adanya
perbuatan negatif yang terjadi, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk
menanggulangi kejahatan itu. Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan ini
adalah disebut sebagai Politik Kriminal atau Criminal policy. ?° selanjutnya hasil
analisa kriminologis ini bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijaksanaan

penanggulangan oleh aparatur yang bersangkutan, dan dalam pendekatan dan

% Benedict A. Alper dalam Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,
Bandung, Nusa Media, him., 20.
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penganalisaan dikontribusikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang terkait di
dalam kriminologi. Sebagaimana kriminologi dikenal IImu pengetahuan dari berbagai
ilmu yang memepelajari kejahatan sebagai masalah sosial manusia.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap
penyebab terjadinya pungutan liar di kawasan Prabumulih. Oleh sebab itu penulis
menulis skripsi dengan judul : “Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar
kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih yang dilakukan

oleh Oknum Masyarakat”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan
masalah yaitu sebagai berikut :
1. Apakah yang menjadi faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada
pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih?
2. Bagaimana upaya penanggulangan agar pungutan liar kepada pengemudi

angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih terhenti?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan
dalam penulisan skripsi ini adalah untuk :
1. Mengetahui faktor kriminogen terjadinya pungutan liar kepada pengemudi

angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih.
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2. Mengetahui upaya penanggulangan agar pungutan liar kepada pengemudi

angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih terhenti.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Dari aspek akademis-teoritis, diharapkan memberikan sumbangan,
masukan, dan tambahan pengetahuan serta kemampuan dibidang hukum
pidana khususnya mengenai faktor kriminologen terjadinya pungutan liar
kepada pengemudi angkutan barang maupun orang baik antar Kota dalam
provinsi maupun antar provinsi, pada penelitian ini khususnya pungutan

liar pada pengemudi angkutan batubara di jalan Lingkar Kota Prabumulih.

2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai
acuan serta masukan kepada penegak hukum ataupun pemerintah setempat
untuk menindak lanjuti pungutan liar ini sebagai bentuk dari kejahatan
yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat khususnya penegak
hukum ataupun pemerintah Kota Prabumulih. Penulis juga berharap skripsi
ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada

Khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang
lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan apa
saja yang menjadi faktor dan bagaimana tindak lanjut dari timbulnya permasalahan
tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat di jalan Lingkar

Kota Prabumulih.

F. Kerangka Teori
Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana
mengorganisasikan ~ dan  menginterprestasikan  hasil-hasil  penelitian  dan
menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.?
1. Teori Sebab Kejahatan
Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :
a. Teori lingkungan
Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya
kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih
bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.?

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan

bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi

2 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, him., 23.
?2 Soejono, D., Doktrin-doktrin krimonologi, Alumni, Bandung: 1973, him., 42.
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seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
tersebut adalah :

1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;

3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.?®
Jadi, faktor eksternal yaitu lingkungan menjadi pengaruh yang besar
dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti yang dinyatakan
oleh W.A. Bonger bahwa “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh
dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang

jahat atau baik.”

c. Teori Kontrol Sosial
Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang
mengatakan bahwa :
Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal
yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak
adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol.

% Soejono, D., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976,
him., 42.
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Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk
menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara
melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol
Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau
lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau
peraturan menjadi efektif).?*

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan
seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga
atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka
kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga
sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai
kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari
tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut
kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah
tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan
seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan ia

untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang

32.

* Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung: 1992, him.,
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dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan
kejahatan.

e. Teori Multi Faktor
Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya menurutnya
penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor
yang menjadi penyebab kejahatan. Jadi, penyebab terjadinya kejahatan

tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi banyak teori.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu

preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif

(usaha sesudah terjadinya kejahatan).

a. Tindakan Preventif
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau
menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan
tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada
mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan
segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang

memuaskan atau mencapai tujuan.?®

% A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis
dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985, him., 46.
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Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang

terpenting adalah :

1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi

dalam arti sempit;

2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

a.

Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari
nafsu berbuat jahat.

Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya Kkeinginan
kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai
penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki
ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban,

dan lain-lain);

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap

kejahatan dengan berusaha menciptakan;

a.

b.

C.

Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
Sistem peradilan yang objektif

Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
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5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha

prevensi kejahatan pada umumnya.”®

b. Tindakan Represif
Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan memberikan
penghukuman (punishment) dan upaya ini dilakukan setelah terjadinya
suatu kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku
kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar
mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan
yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga diharapkan
dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya
mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam
pelaksanaannya dilakukan dengan metode (treatment) dan penghukuman

(punishment).?’

G. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan empiris.

Dengan melakukan penelitian berupa pengumpulan data yang berkaitan dengan

% Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,
1981, him., 15.

7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 him., 45-46.
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permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dan penelitian

dilakukan di Jalan Lingkar Kota Prabumulih dan di Polres Prabumulih.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.?®

a. Data Primer,

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research).
Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara
kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian dilapangan yang
terkait dengan masalah yang diteliti di dalam skripsi.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui
penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan menggunakan
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah,
artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, di

antaranya Polisi, pelaku pungutan liar.

%8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, him., 185.
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b. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk
mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber
dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan penelitian ini.

c. Angket, yakni penulis membagikan angket yang berisi pertanyaan-

pertanyan yang terkait dengan kasus tersebut.

4. Lokasi Penelitian
Dalam menyusunan skripsi ini direncanakan akan melakukan  suatu
penelitian, dengan itu penulis mengadakan penelitian berupa mengumpulkan
data yang menunjang masalah yang diteliti dan selanjutnya dalam penelitian
ini, penulis melakukan penelitian di Jalan Lingkar Kota Prabumulih , di Polres

Prabumulih dan di Pengadilan Negeri Prabumulih.

5. Analisis dan Penarikan Kesimpulan
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan
dianalisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari hasil analisis ini
kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.>® Kesimpulan-kesimpulan

tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis

2% Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, him., 45.
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digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh
penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh

pembahasan dan kesimpulan yang relevan.
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